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Legislatif Rente: Persekongkolan Politik Kepala Daerah - DPRD Sebagai
Dasar Penyebab KKN di Jawa Timur
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Abstract
Legislative rente is a political phenomenon that has arisen since the fall of Indon esia’s New

Order. In East Java, this has been driven by a combination of the following factors: (1) the rise of
strong mental mobility of East Java legislative (DPRD) members since 1999, (2) a stronger
political power of regional legislative body upon regi onal leader based on Law No. 22 1999 on
Regional Government, and (3) the lack of experience and political knowledge of legislative
members in facing the indirect elections of regional leaders since 1999. The author argues that
legislative rente has caused high cost economy, led the market to function peculiarly, and
systematically pushed the power towards the hands of oligarchy.
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Sejak rezim Soeharto runtuh, fenomena politik Jawa Timur berubah cepat  mengikuti perubahan
alur perpolitikan nasional. Ketegangan politik yang terjadi di Jakarta berpengaruh ke Jawa Timur
dan berkembang dalam variannya sendiri . Pergelutan kekuasaan di dalam DPRD dan birokrasi
Pemerintahan Daerah dimulai  semenjak anggota DPRD hasil pemilu 1999 dilantik . Para Ketua
DPRD Kabupaten dan Kota hasil pemilu telah berganti dan tidak lagi dikuasai Golkar dan warna
politik di DPRD seluruh Jawa Timur mulai bersifat plural.

Beberapa daerah didominasi PDI-P (Madiun, Blitar, Ngawi) dan PKB (Sumenep,
Sampang, Bangkalan, Pasuruan). Para penguasa DPRD dengan cepat berganti dari warna
birokrasi, TNI dan Polisi, dan politisi Golkar ke warna masyarakat swasta (nasionalis, abangan,
Katolik, Protestan, wiraswasta menengah bawah ), kaum nahdliyin yang berada dalam PKB
(Partai Kebangkitan Bangsa), kaum nahdliyin dan Islam modern yang selama ini bergabung
dalam PPP, Islam modern dalam PAN (Partai Amanat Nasional), dan PBB (Partai Bulan
Bintang).

Faktor lain ialah akibat kekuasaan DPRD yang menguat secara drastis dibandingkan
kekuasaan eksekutif menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang ini memberi kekuasaan besar kepada DPRD Kota/kabupaten dan
propinsi, yang antara lain menyebutkan DPRD bisa memilih dan menjatuhkan Walikota/Bupati
dan Gubernur. Di samping itu para anggota DPRD tidak lagi bisa di recall.

Meskipun tahun 2004 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama DPR
mengubah UU No 22 Tahun 1999 menjadi Undang Undang No 32 Tahun 200 4 tentang
Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kekuasaan DPRD atas Kepala Daerah berkurang drasti s,
lebih-lebih setelah kepala daerah dipilih secara langsung , akan tetapi kekuasaan DPRD masih
cukup besar, baik dalam hal pengawasan, legislasi, dan budgeting . Hak menyusun anggaran
sendiri sejak menurut UU No 22/Tahun 1999 hingga UU No 32/Tahun 2004 membuat DPRD
otonom terhadap eksekutif.

Besarnya kekuasaan DPRD, baik melalui UU NO 22/Tahun 1999 maupun UU No
32/Tahun 2004, mendorong DPRD bisa melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting
secara maksimal. Di satu sisi posisi ini menyebabkan DPRD bisa otonom terhadap eksekutif dan
bahkan sangat kritis, di sisi lain ternyata besarnya kekuasaan DPRD ini menimbulkan gejala rente
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terhadap eksekutif. Ada pola menarik di sekitar gejala legislatif rente ini yaitu sejak tahun 1999
DPRD cenderung lebih senang memilih kepala daerah dari kelompok atau partai politik
minoritas. Akibat dari gejala legislatif  rente itu banyak anggota DPRD terjebak dalam KKN
(Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) sehingga banyak yang diseret ke pengadilan karena kasus
korupsi berjamaah (corporate crime).

Persoalannya adalah, mengapa gejala legislatif  rente itu berkembang di DPRD sejak
Tahun 1999? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkemba ngnya legislatif rente di Jawa
Timur itu? Benarkah legislatif  rente itu penyebab korupsi di beberapa DPRD kabupaten/kota?

Legislatif Rente di Jawa Timur
Menurut Kunio (1991), di Asia Tenggara berkembang gejala ersatz capitalism atau kapitalisme
semu (bukan kapitalisme tulen, kapitalisme substitusi yang lebih inferior) . Gejala ersatz
capitalism disebabkan oleh dua hal. Pertama, campur tangan pemerintah terlalu besar sehingga
mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme tidak dinamis. Kedua,
kapitalisme di Asia Tenggara tidak didasarkan perkembangan teknologi yang memadai.
Akibatnya tidak terjadi industrialisasi yang mandiri . Dua faktor itu menyebabkan berkembangnya
borjuasi palsu, yang selalu minta perlindungan politik demi kepentingan bisnisn ya. Kunio
mengatakan, para kapitalis yang mencoba menjalin hubungan dengan pemerintah demi
keuntungan bisnis dapat disebut pemburu rente ( rent seekers). Para kapitalis itu mencari peluang
untuk menjadi penerima rente yang dapat pemerintah berikan dengan me nyerahkan
sumberdayanya, menawarkan proteksi, atau memb erikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan
tertentu yang diaturnya. Di Filipina , hal ini disebut kapitalis konco (crony capitalist) dan di
Thailand disebut kapitalis birokrat ; Muhaimin (1991) menyebutnya dengan istilah pengusaha
klien.

Budiman (1991), Kunio (1991) dan Muhaimin (1991) sepakat bahwa fenomena pemburu
rente dari ersatz capitalism merupakan konsekuensi dari besarnya kekuasaan negara, kemampuan
intervensi terhadap pasar, dan otonom terhadap m asyarakat. Muhaimin menganggap pengusaha
klien itu masuk ke dalam pasar dengan perlindungan politik dan bisnis dari kekuasaan, baik di
parlemen maupun di pemerintah , dan sejarah pemburu rente itu telah berkembang sejak awal
kemerdekaan Indonesia. Sementara   Budiman menganggap pemburu rente itu berkembang
sebagai konsekuensi dari gejala negara yang melakukan pembangunan terlambat sehingga negara
melakukan intervensi ke berbagai kehidupan masyarakat.  Karena sejak rezim Soeharto birokrasi
pemerintah, sebagai aparatus negara, tumbuh sangat kuat, otonom, dan intervensionis, maka oleh
Budiman gejala kapitalis klien dalam konteks hubungannya dengan kekuasaan negara sering
disebut birokratik rente.

Legislatif rente di Jawa Timur tumbuh  sejak tahun 1999 sebagai akibat runtuhnya
dominasi kekuasaan birokrasi, TNI, polisi, dan politisi Golkar  sehingga dominasi kekuasaan
berubah ke tangan para politisi pasca rezim Orde Baru di DPRD . Para penguasa DPRD di Jawa
Timur dengan cepat berganti: semula warna birokrasi, TNI dan Po lisi, dan politisi Golkar berubah
ke masyarakat swasta (nasionalis, abangan, katolik, protestan, wiraswasta menengah bawah),
kaum nahdliyin yang berada dalam PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), kaum nahdliyin dan Islam
modern yang selama ini bergabung dalam P PP, Islam modern dalam PAN (Partai Amanat
Nasional), dan PBB (Partai Bulan Bintang). Rezim partai politik yang semula hegemonik dan
birokratik bergeser ke sistem oligarki partai politik yang plural dan cenderung ‘populis’ (Lihat
Tabel 1).

Tabel 1
Parpol Pemenang Pemilu 1997 dan 1999 di Jawa Timur

No Kabupaten Parpol Pemenang Parpol Pemenang Pemilu
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Pemilu 1999 1997
1 TUBAN PDI-P Golkar
2 LAMONGAN PKB Golkar
3 GRESIK PKB Golkar
4 MOJOKERTO PDI-P Golkar
5 JOMBANG PDI-P Golkar
6 NGANJUK PDI-P Golkar
7 NGAWI PDI-P Golkar
8 MAGETAN PDI-P Golkar
9 MADIUN PDI-P Golkar
10 PONOROGO PDI-P Golkar
11 KEDIRI PDI-P Golkar
12 TRENGGALEK PKB Golkar
13 PACITAN PDI-P Golkar
14 TULUNGAGUNG PDI-P Golkar
15 BLITAR PDI-P Golkar
16 MALANG PDI-P Golkar
17 LUMAJANG PDI-P Golkar
18 JEMBER PKB Golkar
19 BANYUWANGI PKB Golkar
20 BONDOWOSO PKB Golkar
21 SITUBONDO PKB Golkar
22 PROBOLINGGO PKB Golkar
23 PASURUAN PKB PPP
24 SIDOARJO PDI-P Golkar
25 BOJONEGORO PDI-P Golkar
26 BANGKALAN PKB Golkar
27 SAMPANG PKB PPP
28 PAMEKASAN PKB Golkar
29 SUMENEP PKB Golkar
Sumber: Diolah dari Tempo, 1-8-1999. Di Jawa Timur ada 38 kab/kota. Pemilu 1997 di semua
kab/kota dimenangkan Golkar, kecuali di kabupaten Pasuruan dan Sampang dimenangkan PPP

Perubahan rezim di DPRD (periode 1999-2004) ini membawa dampak berikut . Pertama,
suasana perubahan kekuasaan politik di Jawa Timur sejak 1999 mendorong arah kecenderungan
politik DPRD lebih terbuka. Perubahan kekuasaan secara drastis dan plural ini akhirnya
membuka luas kemungkinan a spirasi masyarakat untuk menjadi bagian dari kebijakan
pemerintah. Suasana perubahan komposisi kekuasaan itu akhirnya mengubah wajah DPRD yang
dijaman Orde Baru di bawah bayang -bayang Pemerintah Daerah menjadi mitra dan bahkan
mengontrol ketat Pemerintah Daerah.

Kedua, runtuhnya rejim Soeharto menyebabkan terjadinya peledakan partisipasi politik di
Jawa Timur. Setiap hari massa mahasiswa, buruh, kelompok LSM, aktivis perempuan, dan
komponen masyarakat lainnya berunjuk rasa ke DPRD Pro pinsi Jawa Timur, DPRD Kota
Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, dan di semua DPRD di Jawa Timur. Partisipasi
politik non rutin dari masyarakat itu pada satu sisi ikut menekan pemerintah daerah untuk selalu
berpihak kepada masyarakat, dipaksa untuk populis, sehingga posisi p olitik DPRD semakin
mapan dan kuat. Dampak dari pola mobilisasi massa itu tampak sekali semakin berkembang pola
konflik vertikal dan horizontal. Konflik politik di tingkat elit dengan cepat diikuti pola konflik di
tingkat massa, baik dalam perspektif pembe laan atau atas dasar ideologi politik maupun
pragmatis-material. Dinamika politik lokal sejak rezim Soeharto runtuh , banyak diwarnai politik
mobilisasi massa. Di dalam politik konsep keabsahan atau legitimasi selalu diasosiasikan berasal
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dari bawah. Karena itu para politisi tertentu berusaha secara maksimal untuk memobilisasi massa
sebagai bentuk adanya dukungan. Dan hal itu mulai gampang ditempu h dengan jalan politik uang
(money politics).

Ketiga, para anggota DPRD baru (periode 1999-2004) sedang mengalami mobilitas
psikis yang luar biasa. Ada seorang sopir tiba -tiba menjadi anggota DPRD. Bahkan konon Ketua
DPRD Surabaya, Muhamad Basuki, seorang wiraswasta mebel kecil -kecilan. Dalam kasus
mantan Ketua DPC PDI-P Surabaya, Sutikno, yang dijagokan sebagai calo n Walikota Surabaya
dari PDI-P ternyata mantan narapidana dan melakukan manipulasi surat lulus SLTA (padahal
tidak lulus SLTA). Karena itu dia gugur setelah kelemahannya itu terbongkar.

Rendahnya kualitas pendidikan dan pengalaman politik anggota DPRD itu  banyak diakui
para eksekutif pemerintahan dan juga kalangan masyarakat luas. Bahkan beberapa orang anggota
DPRD Malang, Surabaya, dan Jember sendiri mengakui terbatasnya kualitas intelektual mereka.
Hasil riset Asfar dkk (2001) di DPRD Surabaya, Malang, dan Jember menemukan realitas yang
menarik, yaitu sebagian besar (53,3%) anggota DPRD hanya bisa menyebut kurang dari 5 isu
publik yang mereka hadapi, sebanyak 35% hanya menyebut 6 -10 isu publik, sedangkan yang
menyebut 11-15 isu publik hanya 8,3%, dan 16-20 isu publik hanya diketahui sebanyak 3,3%.
Lompatan mobilitas psikis para anggota DPRD, kuatnya posisi kekuasaan DPRD, dan rendahnya
pengalaman politik seringkali menjebak mereka ke dalam tindakan pragmatis -materialistis.
Bukan lagi pertimbangan ideologi politiknya yang menjadi acuan dasar tindakan, tetapi mengarah
ke tawaran pragmatis-material. Di sini ruang berkembangnya money politics di kalangan DPRD.

Money politics (MP) berperan besar karena para politisi daerah tidak lagi bergantung
kepada pusat kekuasaan, baik di Jakarta maupun di p ropinsi (bahkan sering parpolnya pun tidak
ditaati), tatkala proses pemilihan Kepala Daerah tidak langsung berjalan. Runtuhnya politik
komando dari Jakarta dan Propinsi dan rendahnya komitmen moral para anggota DPRD maka
MP bisa berkembang pada semua pemilihan kepala daerah tidak langsung di Jawa Timur . Di
Surabaya ada istilah “karaoke”, artinya “kanan -kiri okey”. Istilah ini untuk menunjukkan
beberapa anggota DPRD bisa “dibayar” oleh siapa pun (dan uangnya diterima semua) yang
menjadi calon walikota dan gubernur (dalam pemilihan gubernur tahun 1998) . Pola yang sama
dengan Surabaya terjadi juga di kabupaten Jember.

Sedangkan di Kota Malang masih menggunakan pola Orde Baru, yaitu calon walikota
banyak ditentukan oleh Kodam, Gubernur, dan Pusat-Jakarta. Karena itu di Kota Malang konon
“aliran MP”nya lebih terkoordinir dan tidak terlalu banyak dana yang “tercecer-cecer” ke bawah
atau ke samping (DPRD). DPRD Kota Malang tetap memperoleh kompensasi, tetapi tidak
sebanyak Kota Surabaya ketika pemilihan walikota Soenarto Soemoprawiro pada periode jabatan
keduanya. Secara spekulatif gejala MP jaman Orde Baru dengan MP jaman reformasi berbeda.
Aliran dana ketika jaman Orde Baru mengalir ke jajaran atas dan sedikit menyamping (konon ada
“dana kompensasi” atas kekalahan calon yang harus dikurbankan). Sedangkan MP jaman
reformasi aluran dana menyamping dan ke bawah. Dana terbesar untuk membentuk
“persekongkolan-rahasia” yang temporal dan pragmatis dengan anggota DPRD , bahkan
jalinannya kemudian diteruskan ke partai politik induk dari para anggota DPRD yang “terbeli”
itu, sehingga rangkaian persekongkolan dari anggota DPRD hingga ke parpolnya. Untuk
menyempurnakan adanya dukungan dari bawah maka kandidat memobilisasi massa.

Kasus serupa terjadi juga dalam pemilihan gubernur Jawa Timur Oktober 2003. Sejak
awal PDI-P, Fraksi Gabungan, dan sebagian Golkar sudah berkoalisi mengusung Imam Utomo
dan Soenaryo sebagai calon gubernur dan wakil gubernur . Imam Utomo adalah gubernur
(incumbent), mantan Panglima Kodam Brawijaya. Sedangkan Soenaryo adalah Sekretaris
Wilayah Provinsi Jawa Timur. Rival mereka adalah pasangan Muhamad Kahfi dan Ridwan
Hisyam. Kahfi seorang pengusaha, dan tinggal di Jakarta, sedangkan Ridwan Hisyam Ketua DPD
Golkar Jawa Timur. Dari dua pasangan calon gubernur dan wakilnya itu tidak ada yang murni
dari partai politik kecuali Ridwan Hisyam. Hal yang menarik, suara untuk pasangan Imam Utomo
dan Soenaryo sangat besar meninggalkan suara pasangan Kahfi dan Hisyam . (Lihat Tabel 2)
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Tabel 2
Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah di 3 Daerah

No Daerah Kepala Daerah
Terpilih

Masalah

1 KMS Soenarto
Soemoprawiro (TNI)
dan Bambang DH
(PDI-P)

Sebelum dan sesudah pemilihan terus didemo oleh
berbagai elemen masyarakat ;mahasiswa, tokoh
kampus, LSM (Walhi), Warga korban tanah
ganjaran, dan seniman. Alasan penolakan: Raport
lima tahun sebelumnya jelek : KKN, Pro status
Quo/militer, Tidak becus mengatasi banjir,
penjualan tanah secara ilegal, Lingkungan yang
rusak dan money politics.
Bahkan sampai pelantikanpun, Soenarto
Soemopraawiro masih diprotes dan di demo oleh
elemen masyarakat (mahasiswa, LSM dan warga
masyarakat)

2 Kab.
Jember

 Samsul Hadisiswojo
(birokrat) dan
Bagong Sutrusnadi
(PDI-P)

Diprotes warga masyarakat :
Karena di duga main politik uang (money politics)
yang dilakukan bupati terpilih terhadap sebagian
anggota dewan Jember. Warga masyarakat  lebih
mendukung K.H. Yusuf Muhammad (PKB) dan
Kadarisman (PAN). Tetapi anggota DPRD
kabupaten Jember memenangkan Samsul
Hadisiswojo dan Sutrisnadi.  Padahal hasil pemilu
1999 di Jember mayoritas PDI-P dan PKB.

3 Kota
Malang

Suyitno (TNI) dan
Drs. Soetrisno

Meskipun prosesnya dilakukan tahun 1999, tetapi
UU yang dijadikan dasar pemilihan masih UU No 4
Tahun 1974. Karena itu kekuasaan Jakarta masih
besar untuk meloloskan Suyitno daripada
meloloskan Eddy Rumpoko. Akibatnya terjadi
gelombang unjuk rasa dari masyarakat. Bahkan
masyarakat luas memprotes Suyitno dianggap
bagian dari Orba dan dari unsur TNI.

4 Gubernur Gubernur Mayjend
TNI-AD, purn, Imam
Utomo dan Wakil
Gubernur Soenaryo

Pasangan Imam Utomo dan Soenaryo didukung oleh
PDI-P, Fraksi Gabungan, dan Fraksi Golkar.
Lawannya hanya dari Pasangan Kahfi dan Ridwan
Hisyam yang didukung oleh PKB dan sebagian kecil
unsur Golkar. Pasangan Imam Utomo dan So enaryo
menang besar.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa f aktor mobilitas psikis, kuatnya posisi
kekuasaan DPRD menurut UU No 22 Tahun 1999, dan rendahnya pengalaman dan pengetahuan
politik anggota DPRD di Jawa Timur, dan menghadapi pemili han kepala daerah tidak langsung
sejak tahun 1999 menyebabkan munculnya gejala legislatif rente di kalangan DPRD di Jawa
Timur.

Dampak Legislatif Rente
DPRD di Jawa Timur sangat menikmati kekuasaan atas dasar UU No 22 Tahun 1999. Semua
DPRD kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Timur menyusun anggaran  dan mendistribusikan ke
dalam berbagai program secara mandiri.  Pada umumnya DPRD di Jawa Timur menentukan
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dahulu besaran uangnya setelah itu baru disusun satuan kerjanya. Semua DPRD kabupaten, kota,
dan provinsi di Jawa Timur jaman rezim Soeharto dikendalikan sepenuhnya oleh Kaditsospol
(Kepala Direktorat Sosial dan Politik), baik semua aktivitas maupun besaran anggarannya. Semua
DPRD di Jawa Timur dijaman rezim Soeharto tidak mempunyai kemandirian dalam hal ang garan
dan penyusunan program, termasuk dalam hal melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan
budgeting. Karena itu DPRD di Jawa Timur kewenangan dan kekuasaannya di bawah dominasi
kepala daerah dengan jajaran eksekutifnya , sehingga menjadi subordinasi kepala daerah. Bahkan
proses penentuan personal yang diperbolehkan masuk menjadi anggota DPRD harus mendapat
“persetujuan” kepala daerah. Meskipun politisi parpol tersebut lolos dalam pemilu, tetapi kalau
tidak mendapat persetujuan kepala daerah akan gagal mas uk menjadi anggota DPRD. Karena itu
kepala daerah dengan jajaran eksekutifnya sangat superior terhadap DPRD. Semua DPRD
kabupaten/kota dan provinsi  di Jawa Timur periode 1999-2004 otonom dan sangat besar
kekuasaannya. Setiap tahun DPRD bisa minta pertanggu ngjawaban kepala daerah. Jika DPRD
menganggap laporan pertanggungjawaban tahunan kepala daerah itu ditolak maka mereka bisa
melangkah lagi untuk menjatuhkan kepala daerah. Besarnya kekuasaan DPRD itu menyebabkan
para kepala daerah sering dirente oleh DPRD.

Ada beberapa model kompensasi yang diminta oleh DPRD  di Jawa Timur. Pertama,
kompensasi dari laporan pertanggungjawaban tahunan oleh kepala daerah di hadapan DPRD.
Sudah menjadi rahasia umum setiap tahun para kepala daerah dalam melaporkan
pemerintahannya selama 1 tahun, dalam bentuk pidato Laporan Pertanggungjawaban, selalu
dipersoalkan oleh DPRD jika tidak  memberi kompensasi khusus  (lihat Teten Masduki dan Muktie
Fadjar, Menyingkap Korupsi di Daerah, 2003) . Kalau tidak memberi kompensasi khusus sangat
besar kemungkinannya anggota DPRD akan menjatuhkan kepala daerah tersebut  dalam Laporan
Pertanggungjawabannya. Walikota Bambang DH ditahun 2002 telah diputuskan untuk dipecat
oleh DPRD Kota Surabaya. Bambang DH menjadi walikota Surabaya karena menggantikan
Soenarto Soemoprawiro yang dipecat oleh DPRD Kota Surabaya karena berobat ke Australia
tanpa pamit dan mengalami sakit sangat serius dan permanen.  Besarnya kompensasi bagi anggota
DPRD dalam hal meloloskan Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah itu bergan tung
kekayaan tiap daerah. Kota Surabaya jauh lebih kaya dibandingkan kabupaten Kediri, misalnya,
maka kompensasinya jauh lebih besar di Surabaya . Di samping itu, juga bergantung seberapa
besar derajat ketergantungan kepala daerah terhadap komposisi anggot a DPRD. Semakin sedikit
jumlah anggota DPRD yang mengusung kepala daerah tersebut dan semakin besar jumlah
anggota DPRD yang tidak mengusung atau bukan dari kelompok kepala daerah maka akan
semakin besar kompensasi tahunan dalam Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah.

Kedua, kompensasi dari dukungan politis dalam pemilihan kepala daerah (karena mereka
dari kelompok minoritas) yang diambil sesuai dengan kebutuhan individual maupun kelompok
atau partai politik (Masduki & Fadjar, 2003). Beberapa tokoh parpol yang dominan di DPRD
Kota Surabaya menceritakan bahwa tokoh-tokoh partai mereka atau pimpinan DPRD Kota
Surabaya dalam setiap acara partai politik atau acara pribadi sering meminta biaya dari kepala
daerah atau eksekutif. Para kepala daerah dan jajaran eksekutifnya (dinas, misalnya) dijadikan
seperti “ATM” berjalan.  Kepala daerah dan jajaran eksekutifnya dijadikan seperti “ATM
berjalan” untuk setiap aktivitas dan kepentingan anggota DPRD.

Ketiga, anggota DPRD sering menitipkan dananya ke eksekutif untuk di ambil ketika
melakukan kunjungan kerja ke pro pinsi lain atau ke luar negeri. Hal ini dilakukan agar
masyarakat tidak tahu kalau mereka mendapat dana lain, utamanya seolah -olah dari eksekutif
(Asfar dkk, 2001).

Keempat, anggota DPRD sering meminta proyek pe nelitian dari Badan dan atau Dinas di
Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota/Kabupaten. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Propinsi Jawa Timur pernah mengakui berbagai permintaan anggota DPRD
dalam hal penelitian.
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Kelima, mengutip dana dari pengusa ha ketika membuat Peraturan Daerah yang berkait
dengan perdagangan dan industri  (Masduki & Fadjar, 2003).

Keenam, DPRD secara leluasa menyusun dan mengelola anggarannya sendiri  (Masduki
& , 2003). Pemerintah pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No  110 Tahun 2000 yang
mengatur dan membatasi macam dan besaran anggaran DPRD. PP No 110/Tahun 2000 kemudian
digugat ke Mahkamah Agung dan ternyata oleh MA dimenangkan gugatan mereka.

Gejala legislatif rente itulah yang menyebabkan anggaran DPRD di Propinsi Jawa Timur
naik tajam. Bahkan anggaran untuk DPRD melamp aui standar yang ditetapkan dalam PP
110/Tahun 2000. Kita bisa simak perbandingan anggaran yang disusun beberapa DPRD pro pinsi
yang melampaui standar PP 110/Tahun 2000 di bawah ini .

Tabel 3
Perbandingan APBD 2001 berdasarkan PP 110/2000 dengan APBD 2001 berdasarkan PP

110/2000 pada 8 Propinsi Terpilih
Belanja DPRD dalam APBD 2001 Standar PP 110/2000No Propinsi

Jumlah
Anggota

DPRD
DPRD Angg./Thn

(Rp.)
Angg./Bin
(Rp.)

DPRD Angg./thn
(Rp.)

Angg./Bin
(Rp.)

1 Bengkul
u

45 5.961.836.000 132.485.244,4 11.040.437,04 5.060.257.091,25 104.015.066,67 8.667.922,22

2 Lampun
g

75 15.015.005.689,15 200.200.075,9 16.683.339,65 8.460.025.488,75 112.800.339,85 9.400.028,32

3 DKI
Jakarta

85 90.030.973.000 1.059.187.918 88.265.659,8 30.155.142.891,5 354.766.386,96 29.563.865,58

4 Jawa
Timur

100 29.797.151.900 297.971.519 24.830.959,92 9.452.754.107,17 94.527.541,07 7.877.295,09

5 Kalimant
an Barat

55 10.321.586.325 187.665.205,9 15.638.767,16 5.417.959.168,98 98.508.348,53 8.209.029,04

6 NTT 55 8.092.426.000 147.135.018,2 12.261.251,13 4.952.356.332,562 90.042.842,41 7.503.570,20

7 NTB 55 11.895.081.744 216.274.213,5 18.022.851,13 4.439.919.000 80.725.800 6.727.150

8 Sulawes
i tengah

45 8.168.734.000 181.527.422,2 15.127.285,19 7.271.918.510,95 161.598.159,13 13.466.515,76

Catatan: Angg.= Anggaran, Thn. = tahun, Bln. = Bulan, Rp. = Rupiah

Dampak lain dari gejala legislatif rente itu tidak hanya dalam hal keuangan dan pola
KKN (korupsi) belaka, tetapi juga berdampak p olitis. Gejala legislatif rente di Jawa Timur
menyebabkan perilaku DPRD di Jawa Timur mengalami perubahan secara gradual selama dua
tahun jabatan anggota DPRD di Jawa Timur.

Pertama, secara gradual sikap dan perilaku DPRD di Jawa Timur berkembang menjadi
moderat, apresiatif, dan bahkan kooperatif kepada kepala daerah dan jajaran eksekutifnya. Ketika
awal dilantik Tahun 1999 para anggota DPRD di Jawa Timur menunjukkan sikap kritis dan
“oposisi” kepada kepala daerah dan jajaran eksekutifnya.  Di samping itu, banyaknya unjuk rasa
masyarakat ke DPRD dan ke kantor kepala daerah membuat kepala daerah harus kooperatif
terhadap DPRD.

Selama dua tahun menjalin hubungan dengan kepala daerah ternyata sebagian besar
anggota DPRD kota/kabupaten dan pro pinsi semakin moderat dan kooperatif. Hasil riset CPPS
(Center for Public Policy Studies) pada tahun 2000 di Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten
Jember menunjukkan hal yang menarik  (Azis, dkk., 2000). Sebagian besar pimpinan DPRD di
ketiga daerah itu sering melakukan pertemu an informal dengan kepala daerah. Mereka sering
bertemu dalam acara keagamaan (seperti pengajian), olah raga, pesta keluarga atau acara hiburan
malam, dan bahkan kepala daerah membuat acara khusus untuk selalu koordinasi dengan
pimpinan DPRD, seperti coffee morning. Pertemuan informal itu berlangsung di café, restoran,
pesta, rumah, kantor DPRD, pengajian, hotel atau tempat lainnya.
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Di Surabaya pertemuan informal itu rata -rata terjadi 2-3 kali perbulan. Sedangkan di
Malang dan Jember rata-rata sebulan berlangsung 1-2 kali. Dalam pertemuan itu seringkali
diselipi masalah kedinasan, seperti membahas kebijakan yang sedang ditempuh p emerintah,
masalah yang lagi aktual, dan masalah perkotaan atau daerah lainnya. Mereka menganggap
pertemuan macam itu sangat bergun a bagi kerja sama antara DPRD dan eksekutif untuk
melaksanakan otonomi daerah (otoda) , karena dapat mencairkan hubungan kedinasan yang
tegang. Karena itu baik DPRD maupun eksekutif merasa menikmati pertemuan informal
semacam itu.

Hal yang lebih mengintensifkan hubungan kerja antara eksekutif dan DPRD adalah
pertemuan formal dalam rangka pembahasan berbagai masalah pemerintahan dan persiapan
pelaksanaan program. Agenda DPRD yang padat dan urusan eksekutif yang banyak
menyebabkan dua lembaga itu sering berte mu. Kita bisa melihat agenda kerja DPRD Jember
tahun 2000: Sidang Paripurna dilakukan sebanyak 28 kali, Rapat Fraksi 2 kali seminggu, Rapat
Komisi minimal 2 kali seminggu, kunjungan kerja dalam daerah sekitar 2 kali seminggu, dan luar
daerah minimal 1 kali setahun. Untuk Malang lebih padat lagi. DPRD Malang bisa bertemu
dengan Dinas atau Asisten atau Sekota sekitar 3 -4 dalam seminggu. Begitu pula di Surabaya
pertemuan formal yang padat dari dua lembaga itu telah membantu saling membuka diri dan
berkoordinasi. Apalagi menyongsong otoda (otonomi daerah) memerlukan perencanaan terpadu
dari semua komponen masyarakat.

Kedua, gejala legislatif rente di Jawa Timur  secara gradual mendorong DPRD menjadi
lembaga birokrasi yang kuat dan relatif otonom dari aspirasi ma syarakat. Perilaku keuangan
DPRD yang terkesan seenaknya sendiri dan ketidakperdulian atas kemiskinan dan kritik
masyarakat menyebabkan DPRD berkembang menjadi lembaga politik yang lebih “kaku”
daripada birokrasi pemerintah daerah. DPRD telah tumbuh menjad i state baru dan otonom dari
aspirasi masyarakat. DPRD banyak terjebak pada program pengembangan PAD (pendapatan asli
daerah), pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi tidak mampu mengembangkan program pelayanan
masyarakat secara luas.

Ketiga, semua fenomena ersatz atau rente melahirkan ekonomi biaya tinggi. Baik
Budiman (1990, 1991) Kunio (1991), dan Muhaimin (1991) sependapat bahwa pola rente dan
ersatz capitalism membuat pasar tidak berjalan normal dan secara sistematis kekuasaan akan
semakin mengerucut di tangan oligarki. Dampak luasnya adalah menumbuhkan pola otoritarian.
Rezim DPRD akan susah dikritik dan susah disentuh. Ekonomi biaya tinggi merupakan sisi lain
dari wajah rezim yang penuh dengan persoalan keuangan dan tidak efisien , dan wajah itu sangat
dekat dengan korupsi.

Ketua DPRD Kota Surabaya Diseret ke Pengadilan
Gejala legislatif rente menyebabkan anggota DPRD di Jawa Timur tidak peka lagi terhadap
penyalahgunaan keuangan. Gejala ini serupa dengan fenomena yang menimpa sebagian besar
anggota DPRD di seluruh Indonesia semenjak tahun 1999 (Lihat Tabel 4) .

Tabel 4
Kasus Korupsi DPRD Se-Indonesia sejak Tahun 1999

No Kasus Wilayah Waktu
1 1 org dihukum 6 bln penjara karena judi Sumatera Utara 2-4-2001
2 Beberapa anggota DPRD diduga bekingi perambah h utan

(hasil investigasi 3 LSM)
Sumatera Utara 19-10-2001

3 74 anggota DPRD Sumsel menerima dana yatim piatu dan
cacat veteran  masing-masing Rp 30 juta (besarnya Rp
2,22 miliar)

Sumatera
Selatan

24-9-2000

4 Beberapa anggota DPRD Sumsel diperiksa kejati karena Sumatera 5-3-2003
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pembagian dana operasional Rp 100 juta/org Selatan
5 Wakil Ketua DPRD Bengkulu dihukum 7 tahun penjara

karena memeras perusahaan kelapa sawit senilai Rp 16
miliar

Bengkulu 19-8-2000

6 Beberapa anggota DPRD Kota Tangerang menerima  uang
Rp 1 juta/org dari pengembang perumahan Bandara Mas

Banten 4-8-2000

7 40 anggota DPRD DKI Jakarta studi banding dengan
eksekutif dan PT Pembangunan Jaya Ancol menggunakan
dana dobel. Diprotes LSM dan masyarakat

DKI Jakarta 4-12-2000

8 Ketua DPRD Kota Bekasi diduga memanfaatkan upah
pungut 0,5% dari total penerimaan pajak dan retribusi
selama 3 tahun

Kota Bekasi,
Jawa Barat

13-2-2002

9 Kejati menyelidiki dugaan penyelewengan dana Rp 25
miliar yang berasal dari Pemprop Jabar terhadap anggota
DPRD Propinsi Jabar.

Jawa Barat 12-7-2002

10 Kejati DIY memriksa 25 angg DPRD DIY terkait kasus
suap proyek Yogya Expo Center senilai 150 juta

DIY.
Yogyakarta

13-5-2002

11 5 angg DPRD Buleleng dipecat oleh DPP PDI -P karena
terlibat money politics dalam pemilihan bupati

Buleleng, Bali 16-5-2002

12 Masyarakat protes karena tunjangan pemondokan angg
DPRD NTT Rp 5 juta/org setiap 6 bln dianggap terlalu
besar

Nusa Tenggara
Timur

15-11-1999

13 Pimpinan DPRD Kota Surakarta mengakui dapat uang
dari pengusaha Rp 12 juta dan dibagikan ke angg lainnya,
sebagai ucapan terima kasih

Kota Surakarta,
Jawa Tengah

4-5-2000

14 Kejaksaan sedang mengusut penyalahgunaan anggaran
APBD 2002 sebesar Rp 4,7 miliar, Ketua DPRD dapat Rp
600 juta, anggota Rp 160 juta

Merauke,
Papua

28-10-2002

15 1 org anggota DPRD Partial, Papua mengaku menerima
uang Rp 100 juta berkait dengan pilihan bupati

Partial, Papua 4-6-2000

Sumber: Diolah dari Kompas, 9 Maret 2003.

Menurut KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) ada sekitar 20 kasus DPRD yang
statusnya dalam supervisi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, yaitu DPRD
Kab Sidoarjo Jawa Timur, DPRD Kota Depok, DPRD Pesisir Selatan Painan Sumatera Barat,
DPRD Gorontalo, DPRD Jawa Barat, DPRD Kab Asahan, DPRD Kab Simalungun, DPRD
Propinsi Banten, DPRD NAD, DPRD Musi Banyuasin Sumatera Selatan, DPRD Kab Semarang
Jawa Tengah, DPRD Sumbawa NTB, DPRD Buleleng Bali, DPRD Tanjung Balai Asahan
Sumatera Utara, DPRD Propinsi NTB, DPRD Kab Cianjur, DPRD Kab Banyuwangi, DPRD Kab
Banyumas, DPRD Kab. Nganjuk, dan DPRD Kab Tangerang.

Menurut Erry Riyana Hardjapamekas  (Wakil Ketua KPK) faktor penyebab anggota
DPRD masuk pengadilan adalah; (1) Membuat anggaran kesejahteraan anggota melebihi
ketentuan PP 110 Tahun 2000. Tindakan ini dikategorikan Tindak Pidan a Korupsi (TPK); (2)
Perbedaan batas waktu pemberlakuan PP 110/Tahun 2000 yaitu sampai dengan 26 Maret 2003
mengacu pada putusan MA No 1 Tahun 1999. Di sisi lain ada pula DPRD yang dijerat asas
materialistis, seperti kasus DPRD Sumatera Barat

Momentum penting anggota DPRD diseret ke pengadilan adalah kasus Ketua dan Wakil
Ketua DPRD Kota Surabaya Muhamad Basuki (dari PDI -P) dan Ali Burhan (dari PKB). Kasus
keduanya mengejutkan banyak pihak, utamanya di kalangan DPRD di Jawa Timur  karena tidak
ada yang menyangka keduanya bisa ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian dijebloskan ke
penjara secepat itu. Basuki, Burhan, dan Sekkota Kota Surabaya, Muhamad Yasin, pada bulan
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November 2002 ditetapkan oleh Polwiltabes sebagai tersangka  atas dugaan korupsi anggaran
DPRD sebesar Rp 1,2 miliar. Mereka kemudian ditahan di rutan Medaeng, kabupaten Sidoarjo,
karena telah menjadi tersangka kasus tersebut (audit BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian
negara ditaksir sebesar Rp 22,5 miliar)

Kasus Basuki dan Burhan dimulai dengan permohonan dan persetujuan pencairan dana
melalui enam kuitansi yang ditanda -tangani oleh Basuki, Burhan, dan Jasin). Enam kuitansi itu
diajukan untuk bantuan keselamatan kerja dan tunjangan hari tua legislatif dan eksekutif Rp 1,2
milyar. Sebanyak 3 kuitansi koordinasi pengendalian kinerja Rp 572 ju ta, kuitansi penunjang
kegiatan kemasyarakatan Rp 115 juta, dan kuitansi bantuan operasional proyek Rp 350 juta.
Ketiganya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang -Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan a ncaman pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200
juta dan paling banyak Rp 1 mil iar.

Semenjak Basuki dan Burhan bisa dimasukkan pen jara, maka beberapa DPRD
kabupaten/kota dan provinsi lain mulai disidik dan kemudian dimasukkan ke pengadilan.  Kasus
korupsi DPRD di Jawa Timur rata -rata dilakukan secara berjamaah. Seperti kasus korupsi DPRD
Sidoarjo periode 1999-2004 dilakukan secara berjamaah oleh semua anggota DPRD. Kasus
korupsi dana pengembangan Sumber Daya Manusia DPRD “fiktif” itu telah menyeret semua
anggota DPRD Sidoarjo ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Akibatnya semua mantan anggota DPRD
Sidoarjo pada awal Tahun 2006 telah divonis Pengadilan Negeri Sidoarjo penjara antara 1 -1,5
tahun. Untuk kasus-kasus sejenis, lihat Tabel 5.

Tabel 5
Dugaan Kasus Korupsi DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No Tempat/Waktu Peristiwa
1 Kota Surabaya

(Pebruari 2003)
Penyalahgunaan anggaran  dewan sebes ar Rp.1,2 miliar
(tetapi BPKP mencatat kerugian negara sebesar Rp22,5
miliar). Ketua DPRD Surabaya, Basuki,  dihukum 1 tahun
penjarah. Sedangkan Wakil Ketua DPRD, Ali Burhan,
dihukum 6 bulan penjara.

2 Kabupaten Sidoarjo
(Maret 2004-diputus
Februari 2006)

Penyelewengan APBD pada sektor dana pengembangan
sumber daya manusia sebesar Rp 21,287 miliar.
Sudah divonis Pengadilan Sidoarjo antara 1 -1,5 tahun, mulai
dari ketua sampai dengan anggota DPRD Sidoarjo.

3 Kabupaten Malang
(April 2004)

Pos anggaran dana sekretariat DPRD kabupaten Malang
sebesar Rp 22,5 juta diduga diselewengkan untuk dana
kampanye pemilu

4 Kabupaten Tulungagung
(Juni 2004)

Diduga ada penyelewengan anggaran gaji anggota DPRD
Tulungagung senilai Rp 1,6 miliar

5 Kabupaten Nganjuk
(Juli 2004)

Diduga terjadi penyelewengan dana anggaran Rumah tangga
dewan sebesar Rp 5,2 miliar

6 Kota Malang
(Juli 2004)

Diduga  telah terjadi penyelewengan uang negara sebanyak
Rp 2,1 miliar dengan perincian sebagai berikut: 0,93 niliar
untuk biaya pengeluaran DPRD TA tahun 2000 yang
melebihi ketentuan, 0,5 untuk biaya belanja pos APBD yang
tidak sesuai tujuan serta 0,71 untuk mendukung tugas
pimpinan dan anggota dewan yang dianggap tidak hemat

Sumber: Diolah dari harian Kompas, Surya dan Surabaya Pagi periode Januari 2003 - Agustus
2004
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DPRD di Jawa Timur Periode 2004-2009
Cengkeraman DPRD di Jawa Timur mulai mengendur setelah diterbitkan UU No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, yang disebabkan oleh; pertama, UU No 32/2004 tidak lagi memberi
kekuasaan kepada DPRD untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban dari kepala daerah seperti
dalam UU No 22/1999, kepala daerah hanya meyampaikan laporan tahunan saja ; kedua, DPRD
tidak bisa menjatuhkan secara langsung kepala daerah seperti yang diatur dalam UU No  22/1999,
karena sejak tahun 2005 kepala daerah telah dipilih secara langsung  melalui UU No 32/2004.
Pada tahun 2005, di Jawa Timur telah dilakukan pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal)
sebanyak 18 daerah, termasuk Kota Surabaya . Tahun 2006 Jawa Timur melaksanakan 2 pilkadal
dan tahun 2007 melakukan pilkadal 1 daerah. Dan Tahun 2008 akan ada 17 daerah melakukan
pilkadal dan pemilihan gubernur secara langsung.

Kepala daerah hasil pilkadal tidak bisa sewenang -wenang dirente oleh DPRD sebab
kepala daerah ini dipilih secara langsung oleh rakyat  dan tidak dapat dijatuhkan dengan gampang
oleh DPRD. Karena itu fenomena kompensasi dan rente bisa mengendur. Akan tetapi karena
posisi DPRD masih kuat dalam mengontrol kerja eksekutif dan masih mengatur sendiri
anggarannya maka fenomena legislatif rente belum sepenuhnya hilang. Sebagai contoh, DPRD
Propinsi Jawa Timur masih mampu menekan gubernur untuk memberikan kompensasi dana
japung (jasa pungut) dari pajak di Jawa Timur. Setiap anggota DPRD Jawa Timur ternyata telah
menikmati dana japung rata-rata Rp 7 juta per bulan. Untuk pimpinan DPRD mendapat lebih
besar. Menurut Fathorrasjid, Ketua DPRD Jawa Timur, japung didasarkan atas Perda No 23
Tahun 2003 dan SK Gubernur No . 6 Tahun 2004. Dalam 2 aturan itu ditetapkan japung maksimal
5% dari PAD. Setiap bulan anggota DPRD di Jawa Timur minimal memperoleh dana besar hasil
dari berbagai tunjangan seperti uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang
pokok, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah,  dan tunjangan komisi, tunjangan
panitia anggaran, tunjangan Badan Kehormatan,  tunjangan alat kelengkapan lainnya,  tunjangan
khusus PPH Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka, tewas, dan wafat serta pengurusan
jenasah, dan uang jasa pengabdian. Menurut keterangan Sekretaris Dewan, secara informal,
anggota DPRD Jawa Timur rata -rata tiap bulan take home pay sekitar Rp 20 juta-Rp 30 juta.

Untuk mengatur struktur anggaran DPRD periode 2004 -2009 maka Departemen Dalam
Negeri awal Tahun 2006 mengeluarkan Surat Edaran Depdagri No 188.31/2006/BAKD yang
hanya ditandatangani oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Daeng M.Nazier . SE
Depdagri No 188.31/2006/BAKD ini dianggap oleh anggota DPRD seluruh Indonesia sebagai
pembatasan kemandirian mereka.  SE Depdagri itu dianggap mengebiri hak dan kekuasaan
DPRD. DPRD segera merespon dengan 2 tindakan, yaitu pertama,  karena takut terhadap akibat
hukumnya akhirnya beberapa DPRD di Jawa Timur terpaksa menerima dan menyesuaikan
anggaran mereka dengan SE Depdagri tersebut , dan kedua, menunjukkan sikap menentang dan
melawan agar SE Depdagri itu direvisi. Mereka mendatangi Komisi II DPR RI dan menuntut
Depdagri agar merevisi SE Depdagri yang dianggap diskriminatif dan tidak realistis.

Sikap terpaksa menyerah itu diperlihatkan  oleh beberapa DPRD di Jawa Timur. DPRD
kabupaten Pasuruan, misalnya, mereka mengepras anggarannya sebesar Rp 7.678.300.000, -yang
meliputi honor tim memproses RAPBD menjadi APBD Rp 368.600.000, honor Tim operasional,
reses,pembahsan Perda, rapat rutin (unt uk Perda, tenaga ahli, dll) Rp 4.240.800.000, -, honor tim
lelang Rp 5.100.000,-,anggaran pengembangan SDM Rp 1.561.500.000, -,dan perjalanan dinas Rp
1.052.300.000,-

Ketua DPRD kabupaten Banyuwangi, Ir. HA Wahyudi, akhirnya menyesuaikan
penyusunan anggaran DPRD berdasarkan SE Depdagri tersebut dengan cara mengepras sebanyak
Rp  2.279.000.000,- yang meliputi honor dan uang lelah. Sikap keras juga ditunjukkan DPRD
Kota Surabaya. Semula mereka menolak membahas RAPBD Tahun 2006 karena dianggap belum
ada kepastian hukum sejak munculnya SE Depdagri itu. Mereka memilih menunggu hasil protes
dan gugatan asosiasi DPRD seIndonesia untuk merevisi SE Depdagri dan bahkan Ketua DPRD
Kota Surabaya, Musyafak Rouf, berusaha menggalang koalisi dengan rekan DPRD daerah lain
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yang dari PKB untuk menentang SE Depdagri. Tetapi akhirnya DPRD Kota Surabaya memilih
menerima SE Depdagri menjadi dasar pembahasan RAPBD Tahun 2006 Kota Surabaya.
Akibatnya dana DPRD Surabaya dikepras sebanyak Rp 20 miliar, dengan rincian sebagai berikut
yang ngendon di pos Dewan Rp 5 miliar dan Sekretariat Dewan Rp 20 miliar. Padahal dalam
APBD Tahun 2005 anggaran DPRD sebesar Rp 45 miliar (di pos Dewan Rp 2,92 miliar dan pos
Sekretariat Dewan Rp 42,12 miliar).
. Hal yang menyakitkan bagi anggota DPRD Sura baya mereka harus mengembalikan sisa
uang tunjangan perumahan yang telah diterima selama 1 tahun lebih. Dalam SK Walikota No
43/Tahun 2005 disebutkan bahwa tunjangan perumahan tiap bulan Rp 6,5 juta/orang termasuk
biaya air, gas, mebel, telpon, dan listrik . Sedangkan dalam SE Depdagri biaya air, gas, mebel,
telpon, dan listrik ditanggung pribadi anggota DPRD. Dalam SE Depdagri biaya perumahan tidak
termasuk biaya-biaya tersebut. Karena itu anggota DPRD Surabaya harus mengembalikan uang
perumahan yang telah diperoleh rata-rata sebesar Rp 97,5 juta (untuk 15 bulan) harus
dikembalikan. Diperkirakan dana yang harus dikembalikan sebesar Rp 40 juta/orang. Sampai saat
ini yang sudah mengembalikan baru Wakil Ketua DPRD Budi Harijono.

Sikap menolak SE Depdagri juga dilontarkan DPRD Kota Mojokerto. Sebab SE
Depdagri itu dianggap mengebiri hak DPRD. Mereka akan menggugat SE Depdagri ke
Pemerintah Pusat. Mereka juga mempertanyakan legalitas SE Depdagri karena dianggap
bertentangan aturan hukum lebih atas. Para anggota D PRD itu menganggap diskriminasi kalau
ketua dan wkl ketua Komisi dan Fraksi di Dewan tidak mendapat mobil dinas, sementara pejabat
eksekutif mendapat mobil dinas.”Seluruh anggota yang hadir dalam Sidang Paripurna menolak
SE Depdagri. SE itu dinilai kedudukannya di bawah PP juga materinya bertentangan dengan PP”,
urai Noer Cholis, Ketua DPRD Kota Mojokerto.
”APBD Kota Mojokerto tidak menggunakan dasar SE, tetapi atas dasar PP,” kilah Noer Cholis
kembali.

Bentuk perlawanan kedua DPRD seIndonesia dilakukan d engan cara menunjukkan sikap
menentang dan perlawanan terhadap SE Depdagri. Sejak terbitnya SE Depdagri itu tidak henti -
hentinya pimpinan dan anggota DPRD seluruh Indonesia datang ke Komisi II DPR -RI untuk
menyampaikan protes dan penentangannya terhadap SE  Depdagri tersebut. Tidak itu saja mereka
juga mendatangi Depdagri untuk memprotes SE Depdagri tersebut.Mereka minta SE Depdagri itu
segera direvisi beserta PP No 37 Tahun 2005. Tidak ketinggalan untuk ikut memprotes SE
Depdagri tersebut maka DPRD Jawa Tim ur tanggal 23 Februari Tahun 2006 juga menyampaikan
penolakannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Komisi II DPR -RI. Dengar pendapat yang
dipimpin oleh Ida Fauzia, dari F -PKB itu, berjalan dengan lancar. Sebagian besar pimpinan dan
anggota DPRD Jawa Timur memprotes dan menentang SE Depdagri. Paling tidak ada 3 hal yang
diperkarakan para anggota DPRD itu, pertama, SE Depdagri dianggap bertentangan dengan PP
No 24 Tahun 2004 dan PP No 37 Tahun 2005. Kedua, SE Depdagri itu dianggap tidak realistis
dan tidak memahami kebutuhan riil daerah, utamanya kepentingan DPRD. Bahkan SE Depdagri
itu dianggap diskriminatif, sebab hanya mengatur keras terhadap DPRD dan tidak keras terhadap
eksekutif dan DPR. Ketiga, SE Depdagri itu dianggap sebagai jalan masuk menuju sentr alisasi
seperti jaman Orde Baru.

Kesimpulan
Legislatif rente disebabkan beberapa faktor, yaitu tumbuhnya mobilitas psikis yang kuat dari
anggota DPRD di Jawa Timur mulai tahun 1999 (hasil pemilu legislatif 1999 yang memberi
kesempatan politisi di luar koa lisi besar Orde Baru), kuatnya posisi kekuasaan DPRD terhadap
kepala daerah menurut UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan rendahnya
pengalaman dan pengetahuan politik anggota DPRD di Jawa Timur dalam menghadapi pemilihan
kepala daerah tidak langsung sejak tahun 1999. Serangkaian faktor ini menyebabkan DPRD di
Jawa Timur tidak bisa dijadikan subordinasi oleh kepala daerah, bahkan sebaliknya merente dan
mengeksploitasi kepala daerah dengan seluruh jajaran eksekutifnya.
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Legislatif rente di Jawa Timur, sebagaimana fenomena ersatz atau rente melahirkan
ekonomi biaya tinggi. Gejala rente membuat pasar tidak berjalan normal dan secara sistematis
kekuasaan akan semakin mengerucut di tangan oligarki. Dampak luasnya adalah menumbuhkan
pola otoritarian. Rezim DPRD akan susah dikritik dan susah disentuh. Ekonomi biaya tinggi
merupakan sisi lain dari wajah rezim yang penuh dengan persoalan keuangan dan tidak efisien
dan wajah itu sangat dekat dengan korupsi.
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